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1. Undang-Undang Ncmor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Serita Nega:·a Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tcntang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propin si Djawa Barat (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 ~68 Nomor 31. Tarnbahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851 ); 

2. Undang-Undang Ne mor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3 262) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Ur.dang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peratu··an Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang [Lernbaran 
Negara Republik I adonesia Tahun 2909 Nomor 62. Tambahan 
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang N rmor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nornor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686), sebagaiamana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat. Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

bahwa memenuhi keter .tuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nornor 7 . Tal.un · 2016 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanjr. Daerah Kabu paten Bekasi Tahun Anggaran 
2016. perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 398.,); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Neg ara yang Bersih dan · Be bas dari Korupsi, 
Kolusi dan Ncpotisrr e (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor ''5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 385 l); 

5. Undang-Undang Norr: or 31 Tahun 1999 ten tang Pernberantasan 
Tindak Pidana Koruisl [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3 354) sebagaimana telah diubah dcngan 
Undang-Undang Norr or 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Non .or 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor L34, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 41!0); 

6. Undang-Undang No nor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286}; 

7. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahim Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nonor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Trunbahan 
Lcmbaran Negara R< publik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang N omor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencanaan Pem oangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara P emerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Itepubllk Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
11. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daeah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5C49); 

12. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Ir.donesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

13. Undang-Undang Ne mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebag aimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua ,~tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2·)15 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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14. Undang-Undang Nom ir 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lernbr Ian Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 560 l); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri S ipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor l 1, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 309 3) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Pera:uran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Perubahan f .etujuh belas Atas Pera tu ran Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 123); 

16. Peraturan Pemerintn.h Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah 
[Lernbaran Negara Re publik Indonesia Ta.hun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pernerint ah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokcl sr dan Keuangan Pimpina.n dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2_0( 4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4416) sebagaimana teJah 
beberapakali dlubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 20C7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Ta.hun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201)7 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

18. Peraturan Pernerirrah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuanj :an Sadan Layanan Umum (Le rnbaran 
Negara Republik Inc onesia Ta.hun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502}, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tenting Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 21 )05 ten tang Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tamabahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

19. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Ta.hun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tamba 1an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

20. Peraturan Pernerintnh Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sist.em 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201)5 Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tela.h diubah 
dengan Peraturan I emerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
ten tang Sistem Info rmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndcnesie. Tahun 2010 Nomor 110, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Re publik Indonesia Nomor 5155); 
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21. Peraturan Pemerint ih Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangs n Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 5 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia N rmor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Penyusunan dan J>enerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2005 Nemer 150, . 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585j; 

23. Peraturan Pernerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

24. Peraturan Pemerinta i Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kine: ja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1 ahun 2006 Nomor 25,. Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); · 

25. Peraturan Pemerinta h Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan 
Penyelenggaraan Pe merintahan Daerah · kepada Perr .erintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungj awaban Kepala Dae rah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laperan 
Penyelenggaraan Pc merintahan Daerah "kepada Masyarakat 
[Lembaran Negara· F epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembarar. Negara Perublik Indonesia Nomor 4693); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang l' egara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20)7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia rromor 4738); 

· 27. Peraturan Pernerir tah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ~·ahun 2008 Nomor ?.O, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Ind:mesia Nomor 4816); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada ?artai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2C09 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan I'emerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Pe raturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan ~ euangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Ropublik Indonesia Nomor 5351); 

29. Peraturan Pemerintuh Nemer 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pem anfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tumbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5151); 

30. Peraturan Pemerint ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

31. Peraturan Pemerint.ih Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
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32. Peraturan Pemerinta i Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lernbaran Hegara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5272); 

33. Peraturan Pernerint.ih Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lernbaran . 
Negara Republik Inda nesia Nomor 5533); 

34. Peraturan Pcmcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana.m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lemba:·an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123 Tarnbah an Lcmbaran Negara', Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor ·~7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157 Tambahan Len:baran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

35. Peraturan Presiden Hornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Peme:intah sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Peruhahan Keempat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemcrintah [Lernbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nemer 5 Tambaha i Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5655); 

36. Peraturan Menteri D alam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolas n Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubal. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2C'll tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tcntang 
Pengelompokan Kerr ampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungja vaban Penggunaan Bclanja Penunjang 
Operasional Pim pins n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta 
Tata Cara Pengemb alian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional: 

38. Peraturan Menteri D alarn Negeri Nemer 32 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pend ipatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia "ahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nemer 14 Tr hun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri [ alam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2011 tentanj: Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumher dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
541); 
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaa 1 Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 .Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal 
Pada Pemerintah Dae ·ah; ' 

41. Peraturan Menteri Ds lam Negeri Nomor 77 .Tahun 2014 tentang · 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 
Dan Tertib Administ·asi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Serita Negara Republik lndoner+ Tahun :2014 Nomor 
1744); 

42. Peraturan Menteri Dulam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 ten tang 
Pedoman Penyusun an Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2015 ten· ang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Bel mja Daerah Tahun Anggaran 2016 [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 

43. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolai in Barang Milik Daerah (Beri ta Negara 
Republik Indonesia 1ahun 2016 Nomor 547); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokol: Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Eekasi Tahun 2007 Nomor 1); 

45. Peraturan Daerah JCabupaten Bckasi Nornor 6 Tahun 2008 
ten tang Urusan Pc nerintahan Ka bu paten Bekasi {Lembaran 
Daerah Kabupaten Eekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

46. Peraturan Daerah :(abupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan -Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi (l .embaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2010 Nornor 3); 

47. Peraturan Daerah {abupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 
ten tang Pajak Daer ah {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Ncrnor · .); • 

48. Peraturan Daerah <abupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
ten tang Retribusi D; ierah (Lembaran Daerah Ka bu pater Bekasi 
Tahun 2011 Nornor ti); 

49. Peraturan Daerah <abupaten Bekasl Nomor 4 Tahun 2015 
ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Ka bu paten 1 Bekasi Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi 
(Lembaran Daerah I<abupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 4); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 21)16 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor ''); 
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Penjabaran Perubahan APBD sebagairr.ana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran Peraturan ini. 

PaRal 2 

I - - __ :a....__ _ 

Rp l .069.488.366.154,00 

Rp. 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
1) Semula . Rp 
2) Bertambah/(berkurang) ...... Ro.,.__ 10.000.000.000,00 

Jumlah setelah Peru bahan ~R:.cP----=1:..:::0:.:..;. C::;.:0::..::0::...:... 0~0:::..:0~-~0~00::::...,i.:.:O~O 

3. Pernbiayaan Daerah 
a. Penerirnaan 

1) Semula Rp s 89.554.237.286,00 
2) Bertambah/(berkurang) ~Ro-..-=189.934.128.868,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp l.079.488.366.154,00 

Rp (1.,069.488.366.154,00) Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp 5.156.508.883.424,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp 299.558.630.503,00 

.Jumlah setelah. Perubahan Rp 5.456.067.513.927,00 

Rp 4.256.954.646.138,00 
Rp il9.624.501.635,00 

Rp 4.386.579.147.773,00 

1. Pcndapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah 
Rp. 5.156.508.883.424,00 bertambah s !jurnlah Rp. 309.558.630.503,00 sehingga 
menjadi Rp. S.466.067.513.927,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BEK\SI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2016 

MEMU1 'USKAN : 

51. Peraturan Bupati Beks si Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Serita Daerah Kabrpaten Bekasi Tahun 2016 Nomor l} 
sebagaimana telah diu Jab beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bekasi Nomor 22.A Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun .2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah Tahun 
Anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 
Nomor 22.Al. 
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. NE~G HASANAH YASIN 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
ps da tanggal 19 Oktober 2016 

-z{BUPATI BEKASI f.. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggs 1 ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Plsal 4 

P.rsa! 3 
Lampiran sebagaimana tersebut dalar a Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

-- - 


